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CPL-PRODI KEWAIJIBAN MATAKULIAH

S1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

S2 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

KUl Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah;

KU3 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bantuan hukum dan
penyatuan terpidana;

KK1 Mampu menganalisis, mensintesis, and mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum;

KK8 Mampu memberi saran untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dituangkan dalam Tulisan;

Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik, dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang bantuan

P1 hukum dan penyatuan terpidana.

P5 Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Mata kuliah Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi ahli hukum yang memahami sejarah,
ruang lingkup, jenis-jenis, materi & pembidangan, pembiayaan, akibat hukum, dan serta asas-asas penyelenggaraan bantuan hukum dan penyantunan
terpidana secara mendalam. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjadi ahli hukum yang mampu memahami filosofi bantuan hukum, sehingga dapat
memberikan bantuan hukum bagi warga masyarakat yang tidak mampu, yang pada akhirnya dapat menjadikan hukum sebagai alat untuk menyelesaikan
masalah, bukan sekedar memutus masalah.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas secara utuh bantuan hukum dan penyantunan terpidana. Pembahasan mulai dari filosofi, teori,
dan praktik mengenai bantuan hukum dan penyantunan terpidana akan disajikan dalam bentuk penyampaian materi dari dosen. Untuk pendalaman
materi, setelah penyampaian materi, dosen dan mahasiswa akan mendiskusikan dan tanya jawab untuk pengembangan materi dan analisa.




Pertemuan Sasaran Pembelajaran/ Bentuk/Metode/ Alokasi Bobot
Kemampuan Akhir yang Topik Kajian/Materi Strategi Indikator/Kriteria Penilaian
Ke- . . Waktu (%)
Diharapkan Pembelajaran
1) ) ®) (4) (%) (6) ()
1 Pengantar; bantuan hukum dan Pengertian, ruang lingkup, | Kuliah Interaktif 2X50 Ketepatan menganalisis materi 5
penyantunan terpidana dasar, jenis, akibat, filosofi Kemampuan bertanya dan
dan tujuan peyelenggaraan mengemukakan pendapat
bantuan hukum dan Kedisplinan dan sopan santun
penyantunan terpidana.
2 Bantuan hukum dan penyantunan Faktor yang Kuliah Interaktif 2X50 Ketepatan menganalisis materi 5
terpidana; identifikasi kebutuhan mempengaruhi perumusan Kemampuan bertanya dan
kebutuhan, indikator & mengemukakan pendapat
pengukuran kebutuhan, Kedisplinan dan sopan santun
materi, dan inventarisasi
masalah bantuan hukum
dan penyantunan terpidana.
3 Bantuan hukum dan penyantunan Sejarah praktik bantuan Kuliah Interaktif 2X50 Ketepatan menganalisis materi 5
terpidana; sejarah dan bantuan hukum dan Kemampuan bertanya dan
perkembangan penyantunan terpidana, mengemukakan pendapat
perkembangan bantuan Kedisplinan dan sopan santun
hukum dan penyantunan
terpidana
4 Bantuan hukum dan penyantunan Perbandingan konsep dan Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5

terpidana; perbandingan

penyelenggaraan bantuan
hukum dan penyantunan

terpidana pada beberapa

negara

Kemampuan bertanya dan
mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun




5 Asas-asas bantuan hukum dan Asas equality before the Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5
penyantunan terpidana law, keadilan, keterbukaan, Kemampuan bertanya dan
efisiensi, efektivitas, dan mengemukakan pendapat
asas akuntabilitas dalam Kedisplinan dan sopan santun
penyelenggaraan bantuan
hukum dan penyantunan
terpidana
6 Penyelenggaraan bantuan hukum Konsep, penyelenggara, Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5
dan penyantunan terpidana. pelaksana, dan mekanisme, Kemampuan bertanya dan
dan evaluasi mengemukakan pendapat
penyelenggaraan bantuan Kedisplinan dan sopan santun
hukum dan penyantunan
terpidana.
7 Evaluasi/Ujian Tengah Semester Ujian tertulis 2x50 Ketepatan dalam menjawab soal 15
Kedisplinan dan sopan santun
8 Pemberi bantuan hukum dan Pemberi bantuan hukum Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5
penyantunan terpidana. dan penyantunan terpidana. | Diskusi Interaktif Kemampuan bertanya dan
mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun
9 Penerima bantuan hukum dan Penerima bantuan hukum | Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5
penyantunan terpidana. dan penyantunan terpidana. | Diskusi Interaktif Kemampuan bertanya dan
mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun
10 Bantuan hukum dan penyantunan Persoalan administrasi dan | Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5

terpidana; pendanaan, pengawasan,
pertanggungjawaban.

keuangan dalam
penyelenggaraan bantuan
hukum dan penyantunan
terpidana.

Diskusi Interaktif

Kemampuan bertanya dan
mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun




11 Bantuan hukum dan penyantunan Relevansi bantuan hukum | Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5
terpidana dan hak asasi manusia. dan penyantunan terpidana | Diskusi Interaktif Kemampuan bertanya dan
dengan hak asasi manusia mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun
12 Bantuan hukum dan penyantuan Studi perbandingan kasus- | Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5
terpidana; studi kasus perbandingan | kasus pelaksanaan bantuan | Diskusi Interaktif Kemampuan bertanya dan
hukum dan penyantuan mengemukakan pendapat
terpidana pada beberapa Kedisplinan dan sopan santun
kasus yang disepakati.
13 Bantuan hukum dan penyantuan Studi perbandingan kasus- | Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5
terpidana; studi kasus perbandingan | kasus pelaksanaan bantuan | Diskusi Interaktif Kemampuan bertanya dan
(lanjutan) hukum dan penyantuan mengemukakan pendapat
terpidana pada beberapa Kedisplinan dan sopan santun
kasus yang disepakati.
14 Evaluasi/Ujian Akhir Semester Ujian tertulis 2x50 Ketepatan dalam menjawab soal 25

Kedisplinan dan sopan santun
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